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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b> Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian

penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak

mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari

penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penghentian penyidikan ini dapat diuji di praperadilan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang

berkepentingan. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik KPK, tidak dapat

menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, sehingga kasus korupsi yang ditangani oleh KPK harus

berlanjut hingga ke tahap sidang pengadilan. Beberapa kasus korupsi yang belum selesai dan diduga

dihentikan oleh KPK salah satunya adalah kasus korupsi Bank Century. Nampaknya upaya penghentian

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak dapat diuji, karena penyidik KPK tidak berwenang

menerbitkan SP3. Ada putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan nomor

24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel dimana pada amar putusannya hakim menyatakan penyidik KPK seolah-olah

melakukan penghentian penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan meneliti

bahan kepustakaan, perundang-undangan, wawancara dengan para akademisi dan praktisi dan analisis

putusan praperadilan. Alhasil, tanpa adanya SP3, pemohon dapat menguji keabsahan penghentian

penyidikan di praperadilan, dan kasus korupsi Bank Century yang diduga dihentikan oleh penyidik KPK

tersebut, dilanjutkan atas perintah hakim praperadilan.<hr><i><b>ABSTRACT</b> One of the authorities

possessed by investigators is to stop the investigation. Termination of investigation can be carried out by the

investigator if the criminal case does not have enough evidence, is not a criminal offense, and is terminated

for the sake of law. The reason for the termination of the investigation was poured into the Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3). Termination of this investigation can be tested in pretrial by a public

prosecutor or third party concerned. In cases of corruption that are handled by KPK investigators, they

cannot stop investigations and issue SP3, so the corruption cases handled by the KPK must continue to the

court stage. Some corruption cases that have not yet been completed and are suspected of being stopped by

the KPK, one of which is the corruption case of Bank Century. It seems that the efforts to stop the

investigation conducted by KPK investigators cannot be tested, because KPK investigators are not

authorized to issue SP3. There is a pretrial ruling that has permanent legal force through decision number 24

/ Pid.Pra / 2018 / Pn. JKt. Sel wherein the judge's decision states that the KPK investigator seems to have

stopped the investigation. This study uses normative legal methods by examining library materials,

legislation, interviews with academics and practitioners and analysis of pretrial decisions. As a result,

without the SP3, the applicant can test the validity of the termination of the investigation in pretrial, and the
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Century Bank corruption case which was allegedly stopped by the KPK investigator, followed by a pretrial

judge's order.</em></p>


